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BUPATI PACITAN,

bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara

Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan

Gelombang II Tahun Anggaran 2020, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/

392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan

Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan surat

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  Nomor

S5-267/PK/2020 Tgl 29 Juni 2020 perihal Alokasi

Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK]) Fisik 2020 perlu

dilakukan penyesuaian anggaran;

bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar

rincian objek belanja dari Perangkat Daerah dan

sesuai ketentuan dalam Pasal 160 ayat (4) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja

berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam

jenis belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

PL Terkail
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3854] sebagaimana telah diubahr dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negilra Republik Indonesia Nomor 6041);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6322};

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011,

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006
Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2019 Nomor 9 );

16. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 ({(Berita Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2019 Nomor 81) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 55 Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 55,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 55 Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula
Rp 1.717.734.364.165,00 berkurang sejumlah Rp 155.118.871.245,00
sehingga menjadi Rp 1.562.615.492.920,00 dengan rincian sebagai
berikut:

a. Pendapatan

I Semula Rp 1.715.234.364.165,00
2  Bertambah RP (155.122.071.245,00}
/(Berkurang)
1 dumfahPendapatan Rp 1.560.112.292.920,00
&;j " Setelatt Perubafjan
|



b. Belanja
Semula Rp 1.716.284.364.165,00
Bertambah/ RP (155.118.871.245,00)
(Berkurang)
Jumlah Pendapatan Rp 1.561.165.492.920,00
Setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) Setelah Rp (1.053.200.000,00)
Perubahan
¢. Pembiayaan
Penerimaan
1. Semula Rp 2.500.000.000,00
2, Bertambah/ Rp 3.200.000,00
(Berkurang)
Jumlah Penerimaan Rp 2.503.200.000,00
Setelah Perubahan
Pengeluaran
1. Semula Rp 1.450.000.000,00
2. Bertambah/ Rp 0,00
(Berkurang)
Jumlah Pengeluaran Rp 1.450.000.000,00
Setelah Perubahan
Pembiayaan netto Rp 1.053.200.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Rp 0,00
Anggaran Setelah
Perubahan

2. Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebinh lanjut dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran 1V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 -7 - 2020

| BUPATI PACITAN ¢’
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Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KAB N PACITAN |
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